WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR f U TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN KEEMPAT STATUS TRANSISI DARURAT KE
PEMULIHAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI KOTA AMBON

Menimbang

Mengingat

a.

1.

WALIKOTA AMBON,

bahwa sehubungan dengan masa Penetapan
Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan
Bencana Alam Gempa bumi telah berakhir pada tanggal
31 Mei 2021 berdasarkan Keputusan Walikota Ambon
Nomor 34 Tahun 2021, namun penanganan perbaikan
rumah warga yang rusak akibat bencana alam gempa
bumi belum selesai dibangun;

bahwa untuk melaksanakan perbaikan rumah warga
masyarakat yang rusak akibat bencana gempa bumi
tersebut maka diperlukan penanganan yang bersifat
cepat, tepat dan terpadu sesuai standar dan prosedur
penanganan darurat ke pemulihan bencana;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan  Walikota Ambon tentang  Penetapan
Perpanjangan Keempat Status Transisi Darurat ke
Pemulihan Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Ambon.

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun
1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I
sebagai Wilayah Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I
Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80
Tahun 1957) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);



Memperhatikan :

10.

11.

12.

13.

1.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3137);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan  Pengelolaan Bantuan  Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan  Daerah
sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012
tentang  Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran
Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor
02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor
279);

Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem
Komando Penanganan Darurat Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Perpanjangan Keempat Status Transisi Darurat
ke Pemulihan Bencana Alam Gempa Bumi di Kota Ambon.

Penetapan Perpanjangan Keempat Status Transisi Darurat ke
Pemulihan sebagaimana dimaksud diktum KESATU dalam
rangka penanganan perbaikan rumah warga masyarakat yang
rusak akibat gempa bumi Ambon Tahun 2019 berlangsung
selama 214 (Dua Ratus Empat Belas) hari, terhitung sejak
tanggal 1Juni 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

nitptfmkpm di Amhnn

(ft WALIKAV AMBON,

Tembusan KepadaYth :
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Maluku;

3. Pertinggal



